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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatariBelakang  

Indonesiaotelahomenetapkan statusnya sebagai negara hukum yang 

berdemokrasi. Istilah negara hukum ini dapat ditemukan dalam UUDoNRIo1945 

padaipasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Istilah Indonesia sebagai negara yang demokrasi pun telah berkomitmen dengan 

menempatkan kedaulatan berada diitanganirakyatisepertiiyang termaktub dalam 

UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 2: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakanimenurutiUndangiUndangiDasar”.  

Eksistensisorganisasiikemasyarakatan (yang selanjutnya kita sebut dengan 

ormas) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan bentuk 

komitmen negara untuk menciptakan sebuah sistem yang demokrasi. Negara 

mengharapkan ormasodapat berpartisipasi mewujudkan tujuanodanokebijakan 

nasional dalam wadah NegaraoKesatuan Republik Indonesiaoyang berdasarkan 

Pancasilaidaniperaturaniperundang-undangan.
1
 

Indonesia telah menjamin kebebasaniberserikat0dan0berkumpul bagi 

warga negaranya. Hal ini dapat kita temukan dalamiUUDiNRIi1945ipasal 28E 

ayat 3 yang 

berbunyi,O“Setiap0orangOberhakOatasOkebebasanOberserikat,OberkumpulOdan 
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Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan 
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mengeluarkan pendapat”. Akan tetapi, hak atas kebebasan berserikat dan 

berkumpul ini perlu diatur oleh undang – undang agar dapat berjalan secara 

teratur tanpa mengganggu hak – hak orang lain, yang mana hal ini telah didukung 

secara konstitusional dalam pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyebutkan, 

“Kemerdekaan berserikatkdan berkumpul,imengeluarkan pikiran denganolisan 

dan tulisan dan sebagainyaiditetapkanidenganiundang-undang”.   

Dalam Alqur‟an Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang 

berbunyi: 

كِ الَّتِِ تََْرِي فِِ  لْ فُ لْ ارِ وَا هَ لِ وَالن َّ فِ اللَّيْ لََ تِ اوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْ مَ قِ السَّ لْ نَّ فِِ خَ إِ

دَ  عْ هِ الَْْرْضَ بَ  ا بِ يَ حْ أَ ءٍ فَ ا نْ مَ ءِ مِ ا مَ نَ السَّ ُ مِ للََّّ زَلَ ا نْ  ا أَ نَّاسَ وَمَ عُ ال فَ نْ  اَ يَ  رِ بِِ حْ بَ لْ ا

ءِ  ا مَ نََْ السَّ رِ بَ  ََّ سَ مُ لْ اِ  ا حَ ِ  وَالسَّ رّاَِح ريِِ  ال رْ ابٍَّ  وَصَ لِّ اَ نْ لُ ا مِ يهَ ا وَبَ ََّ فِ وْتَِ  مَ

ونَ  لُ قِ عْ وْمٍ يَ  قَ تٍ لِ  وَالَْْرْضِ لََاَح

Artinya: “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam 

dan siang,ikapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yanggbermanfaat bagi 

manusia, apa yangoturunkan Allah dari langit berupaaair, lalu dengan itu 

dihidupkan-Nya bumi setelahomati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya 

bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan 

antaraslangit dan bumi, (semua itu) sungguhimerupakan tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagiiorang-orang yangimemikirkan”. (Q.S. Al-Baqarah: 164)
2
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 Ayat-ayatOAl-Quran yangOberbunyi AfalaaOta‟qiluun danOiAfalaa 

tatafakkaruunimenunjukkanibahwaiAl-Qur‟animenganjurkanakepada setiapiorang 

untuk berfikirjdanjtentu sajaOmembolehkan kebebasanoberfikir, karenaOhasil 

pemikiraniantariindividuiitu tidakisama, namun kebebasaniberfikir dan 

berpendapat harus didasarkan pada tanggung jawab dan tidakimengganggu 

kepentinganiumum, serta tidakOmenciptakanOpermusuhan 

antaromanusia.OMenurutoMa‟arif, Islam menjaminnkebebasaniberpendapat 

semuaoorangotanpa terkecuali. Kebebasanoini berkaitanodengan masalah-

masalahoumum sepertiOmoralitas, kepentinganidan hukum. Konsep Al-

AmrsbisAl-MunkarswasAl-NahyusansAl-Munkar menunjukkan bahwaiIslam 

memiliki perhatianiyangosangat serius terhadapomoralitasomanusia 

dalamomasyarakat. Memberi batasan terhadap kebebasanhberpendapat seorang 

individu dapat dibenarkan demi menjagabkehidupan masyarakatadari permusuhan 

yang disebabkaniolehikata-kata atauipembicaraanikotor.
3
 

Adapunoundang–undang yanghmengaturhhak kebebasan berserikat dan 

berkumpul yangiberlaku diiIndonesia saatiiniiyaitu undang-undanginomor 16itahun 

2017itentang PenetapaniPeraturan PemerintahiPengganti undang-undangiNomor 

2 Tahuni2017 tentangiPerubahan Atasiundang-undanginomori17Tahun 

2013itentang OrganisasiiKemasyarakatan MenjadiiUndang-Undang. 

Diidalamiundang-undang tersebutitelahimengatur berbagaiohal mengenaioormas, 

mulaiopengertianoormas, tujuan dan fungsi ormas, hingga larangan dan 

penjatuhan sanksi pembubaran terhadap ormas. 
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Mekanismeopembubaran ormasopada undang-undangOnomor116pTahun 

2017iyaituumelalui pencabutanusuratuketeranganuterdaftar atau pencabutanistatus 

badanuhukumnya (pasal 61 ayati(1) hurufic), yang mana denganipencabutanisurat 

keteranganiterdaftar atau pencabutanistatusibadanihukum ini makaiormas itu 

secara otomatis dinyatakan bubar (pasal 80A).ODalam 

melakukanopencabutanpsurat keteranganoterdaftar atauopencabutan 

statusobadanohukumnya, Menterioyang 

menyelenggarakaniurusanipemerintahanidiibidangihukum danihakiasasiomanusia 

dapatimemintaipertimbanganidariiinstansiiterkaiti(pasali61 ayat (4)). 

FrontoPembelaoIslamo (FPI) merupakan salah satuiormasiyang dijatuhkan 

sanksi pembubaran oleh pemerintah. Secara de jure dinyatakan bubar oleh 

pemerintah terhitung sejak tanggal 21 Juni 2019 

karenaiSuratiKeteranganiTerdaftar (SKT)iFrontiPembelaiIslam (FPI) 

sebagaiiorganisasiikemasyarakatan berlakuimulai 20oJuni 20148sampai 20 Juni 

2019. Meskipun ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak 

lagiimemilikiiSuratiKeteranganiTerdaftar (SKT), eksistensi FrontiPembela Islam 

(FPI)osebagaioormas masih dilindungi berdasarkanoputusanomahkamah 

konstitusi Republik Indonesia nomor182/PUU-XI/2013, yang mana disebutkan 

ormasoyang tidakoberstatus badanohukum atauotidakomemiliki SuratoKeterangan 

Terdaftar (SKT) tidak dapat dibubarkan olehOpemerintah sepanjangOtidak 

melakukanOkegiatanOyang mengganggu keamanan,Oketertiban umum, atau 

pelanggaranihukum. 
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Kemudianodalam perjalanannya, Front Pembela Islam (FPI) kerap kali 

melakukankkegiatan yangkmengganggu ketertibankumum dan melanggarkhukum 

seperti kerumunan anggota Front Pembela Islam (FPI) di bandara Soekarno Hatta 

dalam rangka penyambutan kedatangan Habib Rizieq Shihab pada tanggal 10 

November 2020. Kerumunan tersebut menyebabkan terminal 3 bandara Soekarno 

Hatta tidak dapat beroperasiidan kemacetan parahodi pintu masukOBandara 

Soekarno Hatta.
4
 Kerumunan tersebut jelas telah melanggar hukum, karena 

mengingat pada saat itu DKI Jakarta sedang menerapkan PenerapanoPembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam 

KeputusanaGubernuroProvinsi DKIiJakartaiNomori959iTahuni2020.  

Pemerintah juga menilai bahwa isi anggaran dasar ormasiFront Pembela 

Islam (FPI) bertentanganidengan Pancasilaidan UUDiNRI Tahuni1945, yang 

mana hal iniibertentanganidengan pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2013 

tentang organisaiokemasyarakatan sebagaimanaitelah diubah dengan undang-

undang nomori16itahun 2017 tentangiPenetapaniPeraturan PemerintahiPengganti 

undang-undangiNomor 2 Tahun 2017 tentangiPerubahaniAtasiundang-undang 

nomori17 Tahun 2013itentangiOrganisasiiKemasyarakataniMenjadi Undang-

Undang. Selain itu,  pemerintah juga melihat bahwa pengurus dan 

anggotaiFrontiPembelaiIslam (FPI) terlibat tindakipidanaiterorisme 

daniFrontiPembelaiIslam (FPI) kerap kali melakukaniberbagai tindakanirazia 

(sweeping) diitengah-tengah masyarakat,iyang 

                                                      
 

4
Nuryanti, “Fakta Kedatangan Rizieq Shihab di Indonesia: Lambaikan Tangan Ke Massa 

Hingga Bandara Soetta Lumpuh”, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/fakta-

kedatangan-rizieq-shihab-di-indonesia-lambaikan-tangan-ke-massa-hingga-bandara-soetta-

lumpuh, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 22.25 WITA. 
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sebenarnyaihalitersebutimenjadiitugasidaniwewenangiAparatiPenegakiHukum. 

Berdasarkan hal hal tersebut maka pemerintah melakukan tindakan untuk 

menghentikan dan melarang seluruh kegiatan ormasiFrontiPembelaiIslami(FPI) 

dengan dikeluarkannya SuratOKeputusanOBersamaO(SKB)OpadaOtanggal 30 

Desemberi2020 yang di tanda tangani oleh MenteriiDalamiNegeri, 

MenteriiHukum Dan HakaAsasiaManusia, MenteriiKomunikasi DaniInformatika, 

JaksaoAgung, KepalaoKepolisian NegaraoRepublik Indonesia, dan 

KepalaoBadanoNasional PenanggulanganaTerorisme.  

SuratoKeputusanoBersamao(SKB) berisikan tentang LaranganiKegiatan, 

PenggunaaniSimbol dan Atribut serta PenghentianiKegiatan FrontiPembelaiIslam.   

Tindakan pemerintah yang membubarkan ormas FPI dengan 

mengeluarkan SKB ini menimbulkan respon yang berbeda-beda di kalangan ahli 

hukum tata negara. Ada yang berpendapat tindakan ini merupakan 

degradasiiterhadap ciri negaraidemokrasi, yaitu dengan membubarkan ormas 

secaraisepihak (subjektivitas pemerintah) tanpa melalui proses peradilan.
5
 Selain 

itu juga,ohaloiniobertolak belakangidenganiciriinegaraihukum (The Rule Of Law) 

yang menurutiA.V. Dicey salahisatunyaiadalahiDue Process of Law, 

yaituipentingnya peranipengadilanidalam prosesopenegakanohukum yangoadil, 

sehinggaOdalam pembubaraniormas pun seharusnyaiterlebihidahulu 

melaluiiputusan pengadilan sebagaiiupaya menghindari terjadinyaipelanggaran 

kebebasaniberserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus 
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ImamiSukadi, “AsasiContrariusiActusiSebagaiiKontroliPemerintah Terhadap Kebebasan 

Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia”, Jurnalimimbarikeadilan, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019 – 

Januari 2020, hlm. 183. 
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mencegahitindakan sepihak dan subjektifidariipemerintah.
6
  

Hal ini juga diperkuat dalamOkonsiderasiOiputusanOMK96-13-20/PUU-

VIII/2010iyang menegaskanibahwa tindakaniperampasan 

atauipembatasaniterhadap kebebasan sipilidalam bentukopelarangan, 

yangodilakukan secaraiabsolutooleh pemerintah,otanpa melaluioproseskperadilan, 

adalah tindakan negaraikekuasaan, bukan negaraihukum seperti Indonesia 

sebagaimanaiyang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa 

negaraiIndonesia adalah negaraihukum. Dikatakan mahkamah konstitusi pula, 

tindakanipelarangan atauipembatasan terhadap suatu kebebasanisipil, ”… 

terutama tanpa melaluiiprosesiperadilan,omerupakanosuatu 

eksekusiotanpaoperadilan (extraijudicialiexecution) yangosangat ditentangodalam 

suatuonegara hukumoyang menghendakiodueiprocessiofilaw. Dueiprocessiofilaw 

seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukumimelaluiisuatuisistem 

peradilan”.
7
 

Mahfud MD
8
 menjelaskan terkait pembubaran Ormas ini bukan perkara 

hukum pidana, melainkan hukum administrasi negara, yang mana penyelesaian 

sengketa hukumnya adalah dengan menerapkan tindakan administrasi yaitu asas 

contrariu actus. Mahfud MD juga mengatakan bahwa ketika pemerintah telah 

mencabut SKT suatu Ormas, maka Ormas itu telah dinyatakan bubar (pasal 80A 

                                                      
 

6
Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas ….” Op.Cit. hlm. 458.  

  
7
M. Beni Kurniawan, “Konstitusionalitas PerppuoNomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas 

Ditinjauudari UUD 1945”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3 September 2018, hlm. 472. 
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Mahfud MD adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI 

pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.  
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UU 16/2017) karenaosudah tidakomemiliki legalistanding sebagaiiormasimaupun 

organisasiibiasa. Akan tetapi, meskipun begitu ormas itu masih memiliki haknya 

untuk mengajukan keberatan atas tindakan pemerintah tersebut ke PTUN. 

Selain itu, Jimly Asshidhiqie memaknai dueoprocessoofolaw, sebagaiiasas 

legalitasidenganipenjelasan 

bahwaasegalaitindakannpemerintahaniharusididasarkan atas peraturanpperundang-

undangan yang sahidan tertulis, peraturan tersebut harus ada dan berlaku lebih 

dulu atauamendahului tindakan atau perbuatan administrasi yangodilakukan. 

Dengan begitu, setiapaperbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas 

aturanaatau „rulesaandaprocedures‟ (regels).
9
OBerdasarkan pendapatoini, 

maknaodueiprocessiofilaw tidakalangsung menghubungkanoperan 

pengadilanidalamipenerapaniasasitersebut.  

Berangkat dari penjelasan – penjelasan diatas, maka penulis ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front 

Pembela Islam (FPI)iDalamiPerspektifiHukumiTataiNegara. 

 

B. RumusaniMasalah 

Adapunirumusanimasalahiyangiakanidibahasidalamipenelitianiiniiadalah: 

1. Apa Penyebab Pemerintah Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan 

FPI? 

2. Bagaimana Perspektif Hukum Tata Negara tentang Pembubaran 

Organisasi Kemasyarakatan FPI?    
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C. TujuaniPenelitian 

Dariirumusanimasalahiyangidikemukakanitadi, 

makaitujuanidariipenelitian iniiadalah: 

1. UntukiMengetahui penyebab dibubarkannya Organisasi Kemasyarakatan 

FPI oleh Pemerintah. 

2. UntukiMengetahui perspektif Hukum Tata Negara tentang pembubaran 

Organisasi Kemasyarakatan FPI. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan 

antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.  Manfaat teoritis dan 

praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut: 

1. Manfaatoiteoritis,oiyaituoiuntuk memperkayaoipengetahuanoipeneliti dan 

pembacaodalam pengembanganoilmu pengetahuanodibidang ilmuohukum 

khususnya HukumoTataoNegara, memperkaya 

khazanahokepustakaanoUIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan 

informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut 

pandang yang berbeda. 

2. Manfaatoipraktis,oiyaitu kegunaanoiyang sifatnyaoisumbangsih bagi 

kepentingan di luar akademik.
10

 Secaraopraktisopenelitian iniodiharapkan 

dapatomemberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang 

bagaimana perspektif Hukum Tata Negara tentang pembubaran ormas FPI.  

                                                      
10

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 

hlm. 157. 
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E. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, 

makaidiperlukaniadanyaibatasan-batasaniistilahisebagaiiberikut: 

1. OrganisasioKemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yangddidirikan 

dan dibentukooleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 

kesamaanaaspirasi, kehendak,okebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 

bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunanpdemi tercapainya 

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yangoberdasarkanppancasila.
11

 Adapun Ormas yang dimaksud disini 

adalah Ormas Front Pembela Islam (FPI). 

2. FrontpPembelapIslamp(FPI) adalah Organisasi Islam yang didirikan oleh 

Habib Rizieq Shihabppada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan 24 

Rabiuts Tsani 1419 H, di Pondok Pesantren Al-umm, kampong Utan, 

Ciputat, Jakarta Selatan. 

3. Undang-Undang adalah suatu peraturanaNegara yang mempunyai 

kekuatan hukumoyang mengikatpdiadakan dan dipelihara olehipenguasa 

Negara.
12

 Adapun undang-undangiyang terdapat dalam skripsioinioadalah 

undang-undangoNomor116 Tahun12017 Tentang PenetapanoPeraturan 

Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

                                                      
 

11
Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 

12
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 

2014), hlm. 58. 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi KemasyarakataniMenjadiiUndang-Undang.   

 

F. Kajian Pustaka 

Pertama, skripsioyang pernahoditulis olehoMahasiswa UniversitasoIslam 

Negeri RadenIntan LampungiFakultas Syariah, skripsi dengan judul 

“Pembubaran Ormas Hizbut Tahri Indonesia (HTI) dalam Persepektif 

Siyasah ” yang ditulis oleh Meila Iskatrilia (1421020199) tahun 2018,
13

 fokus 

penelitian ini mengangkat permasalahan pembubaran ormas HTI dengan melalui 

pendekatan fiqh siyasah, yaitu dengan menggunakan qawaidul fiqiyah tentang 

mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan 

mudarat harus dijauhi dan dihindari. Sedangkan perbedaan dengan penelitian 

yang diangkat peneliti sekarang adalah dengan menggunakan konsep-konsep 

negara demokrasi dan konsep-konsep negara hukum dalam memandang 

pembubaran Ormas FPI.      

Kedua, Skripsi yang ditulis  oleh seorangupeneliti bernamaoIrfan Rosyadi 

(13410285), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 

yang berjudul. “Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam 

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi terhadap Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”.
14

OYang 

                                                      
 

13
Meila Iskatrilia, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung “Pembubaran Ormas Hizbut Tahri Indonesia (HTI) dalam Persepektif Siyasah”, 2018.    

 
14

Irfan Rosyadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, “Analisis 

Terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi 

terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, 2018.  
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membedakanopenelitian iniodengan penelitianopenulisoadalah skripsi iniofokus 

membahas tentangoadanyaopenghapusan peradilanodalam pembubaranoOrmas 

dilihat darioUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tantangoOrganisasi 

Kemasyarakatanodanojuga ditinjau dariosudut pandang hak asasi manusia. 

Sedangkan dalamskripsi yang penulis membahas mengenai pembubaran Ormas 

FPI dalam Perspektif Hukum Tata Negara dengan menggunakan konsep Negara 

demokrasi dan konsep Negara hukum.  

Ketiga, Skripsi yang ditulis  oleh seorang peneliti bernama Mohammad 

Mansyur (11150450000030), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 yang 

berjudul “Politik HukumvPembubaran OrganisasivKemasyarakatan (Ormas) 

Di Indonesia (StudivKasusvPembubaranvHizbutvTahrirvIndonesia)”.
15

 

Penelitian ini membahasodan mencobaomelihatomekanisme pembubaranoormas 

dari semua undang-undang yang pernah berlaku dilihat dari sudut pandang politik 

hukum. Sedangkan dalam skripsi yang penulis membahas mengenai pembubaran 

Ormas FPI dalamiPerspektifiHukumiTataiNegara denganimenggunakan konsep 

Negara demokrasiidanikonsepiNegaraihukum. 

Keempat, Peneliti bernama Bagus Dwi Santoso (20130610446), 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah Yogyakarta, tahun 2018 

yang berjudul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir 

                                                      
 

15
Mohammad Mansyur, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 

(Ormas) Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”, 2019.  
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Indonesia)”.
16

 Fokus penelitian ini adalah membahasoopada mekanisme 

pembubaranoormas dalam sistemoketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dan juga 

dilihat dari segi alasan - alasan pembubaran Ormas. Sedangkan dalam skripsi 

yang penulis bahas mencoba fokus pada pembubaran ormas dalam sudut pandang 

Hukum Tata Negara dengan menggunakan konsep Negara demokrasi dan konsep 

Negara hukum. 

G. MetodeiPenelitian 

1. Jenisipenelitian   

Jenisipenelitian hukuminormatif atauipenelitian 

perpustakaaniiniimerupakan penelitianoyangomengkaji studiodokumen, yakni 

menggunakanoberbagaiodata sekunderosepertioperaturan perundang-undangan, 

teori hukum, dan pendapat para sarjana.   

2. Sifatipenelitian   

Sifatipenelitian jenisinormatif iniimenggunakan penelitianikualitatif yakni 

denganimenjelaskan data-dataiyang adaidengan kata-kataiatau pernyataanibukan 

denganiangka-angka. 

3. PendekataniPenelitian  

Pendekatanipenelitian yangidigunakan ada 2, yaitu pendekataniperundang-

                                                      
 

16
Bagus Dwi Santoso, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah 

Yogyakarta, “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”, 2018.  
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undangani (statute approach) idan pendekatanikonseptual (conceptual 

approach).
17

 

Pendekatanoperundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semuaoundang-undang dan regulasi yangobersangkut pautodenganoisu 

hukumiyangisedangiditangani. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalamiilmuihukum. 

4. SumberiData   

Dalamppenelitian0diperlukan0bahan atau data0yang akan dicari kemudian 

diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan 

penelitian yang diajukan. Adapun0sumber data yang akan0dipergunakan dalam 

penelitianiiniiterbagiiatasitigaiyaitu: 

a. BahaniHukumiPrimer  

Bahan0hukum0primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatanimengikatisebagai landasan utamaiyang dipakai dalam0rangka 

penelitianiini
18

, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan sebagaimanaitelah diubahidengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

                                                      
17

PeteriMahmudiMarzuki, PenelitianiHukum (Jakarta: PrenadamediaiGroup, 2005), hlm. 

133-136. 

18
Zainuddin Ali,iMetodeiPenelitianiHukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.  
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Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi KemasyarakataniMenjadiiUndang-Undang. 

b. BahaniHukumiSekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

memberiipenjelasanibahan hukumiprimer,
19

 yaitu: 

1) Buku dari JimlyiAsshiddiqie, PengantariIlmuiHukumiTataiNegara, 

Depok: RajawaliiPers, 2018. 

2) Buku darioTundjungOHerning Sitabuana, Hukum Tata Negara 

Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.  

3) Buku dariiNi‟matuliHuda, HukumiTataiNegaraiIndonesia, Jakarta: 

RajawaliiPers, 2016. 

4) Jurnal dari Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan 

Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (Legal Policy 

and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally 

Registered Societal Organizations by the Government)”, Jurnal 

PenelitianiHukumiDEiJURE, Volume 18, Nomor 4, Desember 

2018: 445-464. 

5) Jurnal dari ImamiSukadi, ”AsasiContrariusiActusiSebagaiiKontrol 

PemerintahOTerhadapOKebebasanOBerserikat Dan0Berkumpul Di 

                                                      
 

19
Ibid. 
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Indonesia”, Jurnalimimbarikeadilan, Volume 12 Nomor. 2, Agustus 

2019 – Januarii2020: 181-195. 

6) Jurnal darioM.iBeniiKurniawan, “Konstitusionalitas Perppu Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945”, Jurnal 

Konstitusi, iVolume 15, Nomori3iSeptember 2018. 

c. BahaniNoniHukumiatauiTertier  

1) KamusiBesar0Bahasa0Indonesia atau KBBI0yang diterbitkan0oleh 

BalaiOPustaka edisi kelima dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan,iMuhadjiriEffendyipadai29 Oktoberi2016.  

2) Kamus Hukum dari H.M. Fauzan dan BaharuddiniSiagian, Kamus 

HukumidaniYurisprudensi,  Jakarta: Kencana, 2016. 

5. TeknikiPengumpulaniDatai 

Dalam0penelitian0hukum0normatif atau kepustakaan, 

teknikipengumpulan data dalam penelitian hukuminormatifidilakukan 

denganistudiipustaka (Library Research) iterhadapibahan-bahan hukum, baik 

bahanihukumiprimer, bahanihukum sekunder, imaupunibahanihukumitersier. 

6. TeknikiAnalisisiHasiliPenelitiani 

Analisisihasilipenelitianimerupakanikegiataniyang berupa telaah terhadap 

hasil0pengolahan0berupa bahan0penelitian0dengan kajian0pustaka yang telah 

dilakukan. Analisis0hasil penelitian0ini0dilakukan dengan cara mengkritisi atau 

mempersetujui dan0memberi komentar, kemudian0membuat0suatu0kesimpulan 

terhadapihasilipenelitianidenganipikiran sendiri dan dibantu dengan kajian 

pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode 
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deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang 

obyek yang ditelitiiapakahibenariatauisalahimenurutihukum. 

7. SistematikaiPenulisan  

PenelitianOini diklasifikasikan dalam empatObab yang disusun secara 

sistematis. iAdapunisistematikaipenulisannyaisebagaiiberikut:  

BABiIiyaituiPendahuluan, Bab ini mengatur latar0belakang masalah dari 

penelitian. Permasalahan yangisudah tergambar dirumuskan dalam bentuk 

rumusan masalah, setelahiitu disusun tujuan0dari penelitian yang merupakanihasil 

yang diinginkan. Kemudian setelah0tujuan terdapat 

signifikansiipenelitianimerupakan kegunaan hasilipenelitian. Definisiioperasional 

yangidirumuskaniuntuk membatasi istilah-istilah0dalam judul0penelitian 

yang0bermakna luas dan umum. Kajian pustakaidisajikanisebagaiiinformasi 

adanya penulisan0atau0penelitian dari aspek lain yang 

mempunyai0perbedaan0ataupun0kesamaan0dengan0penelitian yang dilakukan. 

Kemudian termasuk juga membahas mengenai metode penelitian yang dipakai. 

BABiII yaituiLandasan teori, yang memuat tinjauan  teoritis berkaitan 

persoalaniyangiakanidilakukanidalamipenelitian. 

BABiIIIiyaituiPembahasanidanianalisis, yang membuat secara 

keseluruhan pembahasan menjawab dari rumusan masalah kemudian di analisis 

yang berhubungan dengan landasan teori.  

BABiIVsyaituiPenutup, babiiniiakan membahas mengenai simpulan dan 

rekomendasisdalamipenulisaniskripsiiini. Dalam bab ini peneliti akan 

memberikan simpulanidanirekomendasi sebagai masukanipemikiran terhadap 
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hasilipenelitian yangisudahidilakukan.  




